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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemahaman perpajakan, kesadaran perpajakan dan 
penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak 
orang pibadi yang terdaftar pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Teori yang digunakan pada penelitian 
ini adalah teori kepatuhan (Complience Theory). Populasi didalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak di 
KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan metode Slovin sehingga 
diperoleh 100 sampel. 
Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Pengujian hipotesis menggunakan metode 
analisis regresi berganda dengan aplikasi SPSS versi 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman 
perpajakan, kesadaran perpajakan dan penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan mempengaruhi 
tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. 
 
Kata Kunci: Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi 
Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak. 
 
Abstract 
This study aims to determine whether the understanding of taxation, tax awareness and the application 
of the modernization of the tax administration system affect the level of compliance of private taxpayers 
registered at the Palembang Seberang Ulu Primary Tax Office. The theory used in this study is compliance 
theory The population in this study are all taxpayers at Palembang Seberang Ulu KPP Pratama. The sample in 
this study was determined by the Slovin method to obtain 100 samples. 
This study uses primary data and secondary data. Hypothesis testing uses the method of multiple 
regression analysis with SPSS version 23. The results of the study show that understanding taxation, tax 
awareness and the application of modernization of the tax administration system affect the level of compliance 
of individual taxpayers at Palembang Seberang Ulu Primary Tax Office. 
 
Keywords: Understanding of Taxation, Taxation Awareness, Taxation, Modernization of Tax Administration 
System and Taxpayer Compliance. 
 
1. PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
  DiIndonesia salah satu jenis penerimaan yang digunakan untuk  kepentingan negara disebut 
dengan pajak, yaitu yang berkenaan dengan pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana yang 
bertujuan untuk  kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat itu sendiri, sesuai dengan tujuan nasional 
negara Indonesia, yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Didalam Undang 
Undang Nomor 16 tahun 2009, menguraikan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib untuk negara 
yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan dengan tidak mendapatkan 
imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kesejahteraan 
rakyat. 
  Pajak merupakan sumber penerimaan bagi pemerintahan yang dapat kategorikan paling aman 
untuk menjadi sarana penting dalam berjalannya demokratisasi. Kebijakan perpajakan menjelaskan 
mengenai hubungan negara dengan masyarakat dan hubungan pusat dengan daerah. Pajak dapat 
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dikatakan pula bersifat dinamis dengan kata lain dapat mengikuti perkembangan kehidupan 
perekonomian negara, sosial serta masyarakatnya.Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan 
bahwa pajak tidak hanya digunakan untuk kepentingan dalam arti membiayai tugas-tugas dan 
kegiatan kenegaraan pemerintah melainkan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang 
berhubungan dengan masyarakat seperti pembangunan tol, jembatan, jalan raya, lampu jalan, sekolah 
dan sebagainya. Pembangunan Indonesia sendiri sedang dalam masa tahap pengembangan, 
dimana pemerintah telah merencanakan dan membuat target pembangunan sarana prasarana 
publik yang akan dibangun secara merata diseluruh Indonesia yaitu pembangunan berbagai 
infrastruktur yang tentunya  dapat  dimanfaatkan oleh masyarakat secara bersamaan dalam 
jangka waktu yang panjang. Disepanjang tahun 2018 saja sudah ada berbagai rencana 
pembangunan infrastuktur yang sedang digarap. 
    Mengingat begitu pentingnya peranan pajak didalam berbangsa dan bernegara, maka 
Direktorat Jenderal Pajak dibawah pengawasan Kementerian Keuangan telah melakukan berbagai 
cara penting yang dapat memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satunya yaitu melakukan reformasi 
perpajakan yaitu dengan digantikannya official assessment system menjadi self assessment system. 
Self assessment system merupakan jenis pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan, 
wewenang, dan tanggungjawab sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, 
memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang yang harus dibayar 
(Waluyo, 2010). Menurut tata cara perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, 2013). Prinsip self 
assessment system didalam pemenuhan kewajiban dalam perpajakan yaitu Wajib Pajak diberi 
kepercayaan secara langsung dalam menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri 
pajak terutangnya sehingga Wajib Pajak bertanggungjawab sendiri atas pajak terutangnya melalui 
surat pemberitahuan (SPT) yang disampaikannya sendiri. 
Upaya  dalam meningkatkan penerimaan kas negara pada sektor pajak mempunyai banyak 
kendala antara lain rendahnya akan pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak mengenai perpajakan, 
sehingga Wajib Pajak menganggap bahwa pemenuhan kewajiban pada sektor perpajakan merupakan 
suatu yang tidak penting, hal inilah yang menyebabkan rendahnya persepsi Wajib Pajak mengenai 
pajak  
Untuk mengukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat melalui data perbandingan Wajib 
Pajak orang pribadi yang terdaftar dan  Wajib Pajak yang menyetorkan SPT Tahunan yang diterima 
dari Kantor Pelayanan Pajak Palembang Seberang Ulu: 
Table 1.1  Data Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar pada KPP Pratama Palembang 
Seberang Ulu tahun 2013-2017 
 
Tahun Wajib Pajak  Orang Pribadi 
2013 37.299 
2014 42.976 
2015 48.462 
2016 53.857 
2017 58.627 
                                       Sumber: KPP Pratama Palembang Seberang Ulu, 2018 
 
 Berdasarkan tabel diatas, jumlah Wajib Pajak yang terdaftar terus mengalami peningkatan 
disetiap tahunnya, namun hal ini bertolak belakang dengan jumlah penerimaan SPT Tahunan yaitu 
disetiap tahunnya mengalami penurunan. Berikut data jumlah penerimaan SPT Tahunan periode 
2013-2017. 
Tabel 1.2 Data Jumlah Penerimaan SPT Tahunan pada KPP Pratama Palembang  Seberang 
Ulu tahun 2013-2017 
Tahun Wajib Pajak Orang Pribadi 
2013 16.426 
2014 20.679 
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                                             Sumber: KPP Pratama Palembang Seberang Ulu, 2018 
 
Dapat dilihat bahwa dari jumlah Wajib Pajak yang telah terdaftar tidak sesuai dengan jumlah 
Wajib Pajak yang melaporkan SPT  Tahunannya, hal ini terlihat pada data diatas dimana jumlah 
Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar pada tahun 2017 sebanyak 24.322 namun jumlah tersebut 
masih terbilang kurang optimal dari jumlah Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar yaitu 58.627.  
Melihat permasalahan diatas membuktikan bahwa masih rendahnya pemahaman dan kesadaran 
masyarakat, sehingga menyebabkan masyarakat menjadi tidak mengerti akan pentingnya tujuan dan 
peranan pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, hal ini memicu masyarakat merasa enggan 
untuk memberikan kontribusi sesuai kewajibannya yang menimbulkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak 
menjadi rendah.  
Kendala lain, timbul dalam administrasi perpajakan yaitu Wajib Pajak merasa kesulitan dan 
dibingungkan dengan  pelayanan administrasi pajak seperti mereka harus datang dan mengantri lama, 
bahkan  Wajib Pajak membutuhkan waktu yang cukup lama dalam melakukan administrasi. Hal lain 
diungkapkan oleh Peneliti Kebijakan Ekonomi Perkumpulan Prakarsa, Wiko Saputra, 
mengungkapkan bahwa  sistem administrasi perpajakan kita bisa dibilang paling rumit dibanding 
negara lain di Asean. Mulai dari laporan SPT sampai tahap paling akhir itu rumit, 
(www.okezone.com, 2015). Hal ini berkaitan dengan data Pelaporan SPT melalui e-filing yang 
terdapat pada KPP Pratama Seberang Ulu yakni: 
Tabel 1.3 Data Jumlah Penerimaan SPT melalui E-filing pada KPP Pratama Palembang 
Seberang Ulu 
No Tahun Lapor WP OP Lapor E-filing Jumlah WP OP 
1 2013 137 37.299 
2 2014 2.414 42.976 
3 2015 6.179 48.462 
4 2016 22.008 53.857 
5 2017 22.586 58.627 
         Sumber : KPP Pratama Seberang Ulu kota Palembang 
 
  Menurut data diatas pelaporan SPT melalui e-filing memang mengalami peningkatan disetiap 
tahunnya namun hal ini tidak seimbang dengan jumlah Wajib Pajak orang pribadi yang terdapat pada 
KPP Pratama Seberang Ulu kota Palembang. 
Menurut penelitian Mahfud, Muhammad Arfan dan Syukriy Abdullah (2016) dengan judul 
pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran membayar pajak dan kualitas pelayanan 
perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan (studi empiris pada koperasi di kota Banda Aceh) 
dengan hasil menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran membayar pajak dan 
kualitasas perlayanan perpjakaan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak 
koperasi yang ada di kota Banda Aceh. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Agung 
Julianto (2016) yang berjudul pengaruh tarif, sosialisasi serta pemahaman perpajakan terhadap 
kepatuhan Wajib Pajak umkm di kota Semarang, dengan hasil yang membuktikan bahwa tarif 
berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak umkm tetapi sosialisasi dan pemahaman pajak tidak 
berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak umkm. 
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Santi (2012) dengan judul penelitian analisis pengaruh 
kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan, sanksi denda, sikap fiskus terhadap kepatuhan 
Wajib Pajak diwilayah KPP Pratama Semarang dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa 
kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan, sanksi denda dan sikap fiskus berpengaruh positif 
terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Amanda (2014) dengan judul pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan 
2015 21.748 
2016 25.514 
2017 24.322 
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Wajib Pajak orang pribadi, dengan membuktikan bahwa kesadaran perpajakan tidak berpengaruh 
secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. 
Menurut penelitian yang dilakukan Aprilina (2013) dengan judul pengaruh penerapan 
modernisasi administrasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, dengan hasil 
penelitian bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh secara positif dan 
signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Namun hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan 
oleh Muhammad Ruchi Ernanda (2018) yang berjudul  pengaruh pengetahuan perpajakan, 
modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib 
Pajak di wilayah Bandar Lampung, menyimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan dan kesadaran 
Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak diwilayah Bandar 
Lampung, namun modernisasi sistem administrasi perpajakan belum mampu mempengaruhi 
kepatuhan Wajib Pajak diwilayah Bandar Lampung.  
   Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti akan meneliti lebih lanjut mengenai 
“Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Dan Penerapan Modernisasi 
Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 
Pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu Periode 2013-2017”. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah yang dapat dikemukakan dalam 
penelitian ini adalah: 
1. Apakah  pemahaman perpajakan, kesadaran perpajakan dan penerapan modernisasi sistem 
administrasi berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pada 
KPP Pratama Seberang Ulu? 
2. Apakah  pemahaman perpajakan kesadaran perpajakan dan penerapan modernisasi sistem 
administrasi berpengaruh secara simultan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi 
pada KPP Pratama Seberang Ulu? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini 
adalah: 
1. Untuk mengetahui  pemahaman perpajakan, kesadaran perpajakan dan penerapan modernisasi 
sistem administrasi berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang 
pribadi pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu 
2. Untuk mengetahui  pemahaman perpajakan, kesadaran perpajakan dan penerapan modernisasi 
sistem administrasi berpengaruh secara simultan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang 
pribadi pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. 
 
2. LANDASAN TEORI 
2.1Teori Kepatuhan (Complience Theory) 
 Kepatuhan bersumber dari kata patuh, berdassarkan kamus umum bahasa Indonesia, patuh 
mempunyai arti suka atau taat pada perintah atau aturan dan disiplin. Kepatuhan berarti sikap patuh, 
taat, tunduk pada peraturan atau ajaran. 
Dalam kepatuhan yang dinilai adalah ketaatan semua aktivitas sesuai dengan aturan, kebijakan, 
ketentuan dan Undang-Undang yang berlaku. Sedangkan kepatuhan lebih pada nilai keluhuran budi 
pimpinanan dalam hal mengambil keputusan. Dalam organisasi tingkat modern keberadaan suatu 
sistem merupakan inti yang menggerakkan roda organisasi sehingga dapat berjalan sesuai dengan visi 
dan misi yang telah dirancangkan. Sebuah sistem dapat dimaknai sebagai seperangkat aturan, tata 
tertib, bahkan budaya dalam organisasi yang memberikan petunjuk serta arahan bertindak dan 
berperilaku sebagai anggota organisasi. 
 
2.2 Pemahaman Pajak 
Pemahaman tentang pajak dimulai bagaimana Wajib Pajak dapat memahami mengenai pajak 
dan peraturan perpajakan yang berlaku, pemahaman perpajakan merupakan penangkapan dan 
penalaran makna mengenai peraturan perpajakan yang segambar dengan ketentuan yang berlaku. 
Pemahaman mengenai perpajakan atau syarat-syarat ataupun terkait pembayaran pajak seperti 
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pemahaman mengenai memiliki NPWP, memenuhi hak dan kewajiban perpajakan, memahami 
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), penghasilan Kena Pajak (PKP) dan tarif pajak dan 
mengetahui peraturan perpajakan melalui sosialisasi dan training perpajakan yang mereka ikuti 
(Fikriningrum, 2012). 
 
2.2.1  Pengertian Pajak 
Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi negara dalam menjalankan 
aktivitas pemerintahan. Pajak merupakan bagian terbesar dalam pembangunan diseluruh 
aspek kehidupan dalam pemerintahan, sebaliknya tanpa pajak pembangunan tidak akan 
berjalan dengan baik karena begitu besarnya pembiayaan yang akan diperlukan dan tidak 
akan bisa ditutupi dengan bantuan bahkan pinjaman dari negara luar. 
Menurut Soemitro (dalam Rahayu, 2010) pajak adalah iuran rakyat kepada kas 
negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan (yang dapat dipaksakan) dengan 
tidak mendapatkan nilai tukar secara langsung yang dapat digunakan untuk membayar 
pengeluran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksi dan munculah pernyataan bahwa 
pajak merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kepada kas negara dalam hal pembiayaan 
pengeluaran rutin dan surplusnya bermanfaat untuk public saving yaitu sumber dasar 
dalam pembiayaan public investment. 
2.2.2 Fungsi Pajak 
Fungsi pajak merupakan kegunaan pokok, manfaat pokok pajak, sebagai alat untuk 
menetapkan politik perekonomian, pajak mempunyai manfaat dan kegunaannya dalam 
meningkatkan kesejahteraan ekonomi bagi masayarakat luas. Tujuan suatu negara yaitu 
dapat mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat harus yang harus dapat selalu 
meningkat. Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara, yang tujuannya 
diharapkan dapat banyak membangun dan dapat diciptakan sesuai tujuan negara (Rahayu, 
2010). Berdasarkan penjelasan diatas pajak memiliki beberapa fungsi, yaitu: 
1.  Fungsi Budgeter (Financial) 
Fungsi Budgeter merupakan fungsi utama dalam perpajakan yaitu pajak digunakan 
sebagai suatu sumber untuk membayar kewajiban ke dalam kas negara yang dipungut 
berdasarkan aturan perundang-undangan tentang perpajakan yang telah disetujui dan 
ditetapkan. Pajak memiliki fungsi sebagai alat untuk menyetorkan kewajiban para Wajib 
Pajak baik dari sektor  swasta atau negerit kedalam kas negara atau anggaran negara 
berdasarkan Undang-Undang dan pemerintah merupakan pihak yang mengelola dana 
tersebut sebagai pembiayaan yang digunakan untuk berbagai kepentingan untuk aktivitas 
negara.  
2. Fungsi Regulerend (Fungsi Mengatur) 
Fungsi Regulerend yang disebut juga fungsi yang mengatur, yaitu pajak merupakan 
sebuah alat kebijakan pemerintah yang diharapkan dapat mencapai dan memaksimalkan 
suatu tujuan, disamping masyarakat membayar kewajibannnya kepada kas negara  maka 
pajak diartikan sebagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk campur tangan dalam hal 
mengatur dan perlu mengevaluasi pendapatan dan kekayaan dari sektor pajak. Fungsi 
regulerend diartikan juga sebagai fungsi tambahan hal ini mengenai fungsi lain yaitu 
sebagai tambahan atas fungsi utama pajak yaitu fungsi budgeter. 
2.2.3 Asas Pemungutan Pajak 
Terdapat beberapa asas yang dapat digunakan oleh negara sebagai asas dalam hal 
menentukan wewenangnya mengenai mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan 
pajak atas penghasilan. Asas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai 
landasan untuk pengenaan pajak adalah, (Rahayu, 2016) : 
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1. Asas domisili, pengenaan pajak tinggal disuatu negara, maka dinegara itulah ia 
dikenakan pajak atas segala hal yang berhubungan dengan objek yang dimiliki oleh 
Wajib Pajak yang menurut Undang-Undang diberlakukannya pajak. Di Indonesia 
Wajib Pajak yang tinggal dalam negeri maupun luar negeri, maka dikenakan pajak atas 
seluruh penghasilan yang diterima didalam maupun diluar negeri. 
2. Asas sumber, cara pemungutan pajak yang bergantung pada sumber dimana objek 
pajak tersebut diperoleh. Jika suatu negara terdapat sumber penghasilan, negara 
tersebut berhak memungut pajak tanpa memihak Wajib Pajak itu bertempat tinggal 
dimana. Baik Wajib Pajak dalam negeri maupun luar negeri yang memperoleh 
penghasilan yang bersumber dari Indonesia, maka akan dikenakan pajak diIndonesia. 
3. Asas kebangsaan merupakan asas yang  menganut cara pemungutan pajak yang 
berhubungan dengan kebangsaan pada suatu negara. Cara ini menurut Brotodihardjo 
dipergunakan dalam menetapkan pajak objektif. 
2.2.4 Wajib Pajak Orang Pribadi 
Wajib pajak orang pribadi terbagi menjadi 2, yaitu: 
1. Wajib pajak Orang Pribadi Sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri 
Wajib pajak orang pribadi yang merupakan subjek pajak dalam negeri menurut Undang-
Undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 Tahun 2008 adalah: 
a.  Orang pribadi bertempat tinggal di Indonesia, atau 
b. Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, 
atau 
c. Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan yang akan bertempat 
tinggal di Indonesia.  
2.   Wajib Pajak Orang Pribadi Sebagai Subjek Pajak Luar Negeri 
Wajib pajak orang pribadi menjadi subjek pajak luar negeri menurut Undang-Undang Pajak 
Penghasilan (PPh) Nomor 36 Tahun 2008 adalah: 
a. Orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang tidak tinggal di 
Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menjalankan kegiatan usaha 
atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.  
  b.Orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia, atau orang pribadi yang tidak tinggal di 
Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang memperoleh dan menerima 
penghasilan dari Indonesia yang tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui 
bentuk usaha tetap di Indonesia.  
Sistem self-assessment adalah pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan, 
wewenang dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, 
membayar dan melaporkan sendiri besarnya tarif pajak yang harus disetor. Di bawah ini 
merupakan hal-hal yang perlu dilakukan dan dimiliki oleh seorang Wajib Pajak orang pribadi: 
1. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) 
Wajib pajak orang pribadi harus mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak Pratama terdekat 
untuk mendapatkan Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP).  
2. SPT Tahunan 
Wajib pajak orang pribadi mempunyai kewajiban dalam melaporkan penghasilan, harta dan 
kewajiban mereka setiap setahun sekali melalui formulir SPT Tahunan ke KPP. Jika ada status 
kurang bayar pajak, maka wajib pajak tersebut harus membayar pajak melalui bank sebelum 
batas waktu yaitu setiap tanggal 31 Maret.  
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Periode pelaporan SPT Tahunan pajak orang pribadi yaitu dari tanggal 1 Januari sampai 
31 Desember dan harus dilaporkan ke KPP sebelum tanggal 31 Maret setiap tahunnya. Ada 3 
macam SPT Tahunan: 
a. Formulir SPT 1770 : yaitu Wajib Pajak dalam negeri dengan penghasilan dari kegiatan usaha dan 
melakukan pekerjaan bebas. 
b. Formulir SPT 1770-S : yaitu Wajib Pajak dalam negeri yang bekerja dengan penghasilan per 
tahun di atas Rp 60 juta. 
c. Formulir SPT 1770-SS : yaitu Wajib Pajak dalam negeri yang bekerja dengan penghasilan per 
tahun di bawah Rp 60 juta. 
2.3 Kepatuhan Wajib Pajak 
Dalam kamus umum Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau taat pada ajaran atau 
aturan. Kemudian menurut Simon James et al (dalam Arya Yogatama, 2014) kepatuhan pajak adalah 
kesediaan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku 
tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan maupun ancaman dalam 
penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. 
Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010), kepatuhan berarti tunduk, taat atau patuh pada ajaran atau aturan. 
Jadi kepatuhan Wajib Pajak dapat diartikan sebagai sikap yang taat, tunduk  dan patuhnya Wajib 
Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuaan perundang-
undangan perpajakan yang berlaku. 
 2..4 Kesadaran Perpajakan 
Kesadaran untuk mematuhi peraturan hukum pajak yang berlaku, yaitu yang berkaitan dengan 
faktor-faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui, diakui dan ditaati. 
Penilaian positif Wajib Pajak terhadap pelaksaan fungsi negara oleh pemerintahan 
menggerakkan masyarakat untuk dapat mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Maka dari itu 
kesadaran Wajib Pajak mengenai perpajakan sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan Wajib 
Pajak itu sendiri. Penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2006) dalam Fitri Wilda (2015). 
Menurut Muliari (2010) kesadaran pajak yang terlihat didalam diri Wajib Pajak pribadi dapat 
diukur dengan menggunakan beberapa indikator yaitu sebagai berikut: 
a. Ketepatan dalam membayar pajak. 
b. Secara sukarela menyisihkan sebagian kecil penghasilan untuk melakukan pembayaran pajak. 
c. Tidak menunggu masa waktu pembayaran pajak habis untuk melakukan pembayaran. 
d. Jarang mendapatkan sanksi akibat lalai dalam pembelajaran pajak 
2.1.5  Modernisasi Perpajakan 
Menurut Liberti pandiangan (2008) modernisasi perpajakan yang dilakukan merupakan bagian dari 
grand design reformasi perpajakan (tax reform) secara komprehensif. Sebagaimana yang terjadi 
sasaran sejak tahun 2002, bahwa reformasi perpajakan secara komprehensif sebagai satu kesatuan 
dilakukan terhadap 3 (tiga) bidang pokok utama yang secara langsung menyentuh pilar perpajakan, 
yaitu: 
1. Hitung administrasi, yaitu melalui modernisasi administrasi perpajakan. 
2. Bidang peraturan, dengan melaukan amandemen terhadap Undang-Undang perpajakan. 
3.  Bidang pengawasan, membangun penyimpanan  data perpajakan nasional. 
 
Menurut Sophar Lumbantoruan (1997), administrasi perpajakan merupakan suatu cara atau prosedur 
pemungutan pajak. Dengan kata lain administrasi perpajakan merupakan penatausahaan dan 
pelayanan atas hak dan kewajiban pembayaran pajak, baik penatausahaan dan pelayanan yang 
dilakukan kantor pajak maupun ditempat Wajib Pajak. Sedangkan dalam arti luas, administrasi 
perpajakan dipandang sebagai suatu fungsi, sistem, dan lembaga, sebagai fungsi, administrasi 
perpajakan meliputi fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian 
perpajakan. 
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2.5 Kerangka Pemikiran 
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 
 
 
2.1 Hipotesis 
Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hipotesis dari penelitian ini adalah : 
H1: Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib pajak orang pribadi. 
H2: Kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib pajak orang pribadi. 
H3: Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib pajak 
orang pribadi. 
H4: Pemahaman perpajakan, kesadaran perpajakan dan penerapan modernisasi sistem 
administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib pajak orang pribadi. 
 
3. METODE PENELITIAN 
3.1 Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan bentuk kuesioner. Data 
diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada sampel. Penelitian data dalam penelitian ini 
menggunakan penelitian analisis. 
 
3.2Teknik Pengambilan Sampel 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak orang pribadi di lingkungan 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu. Teknik sampling yang digunakan 
dalam penelitian ini yaitu Nonprobability Sampling dengan teknik Insidental Sampling yaitu 
teknik dalam penentuan sampel berdasarkan kebetulan saja atau anggota populasi yang ditemui 
peneliti bersedia menjadi seorang responden dari kuisioner yang telah disediakan oleh peneliti 
(Suliyanto, 2009). 
 
3.3  Jenis Data 
Jenis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh 
langsung melalui sumber yang bersangkutan, yakni wajib pajak orang pribadi u yang terdaftar 
di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu, dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari 
KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. 
 
3.4 Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni melalui pembagian kuesioner kepada 
wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. 
 
3.5 Teknik Analisis Data 
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan software statistik  berupa SPSS (Statistical 
Product and Service Solutions) versi 23. 
3.5.1 Transformasi data ordinal menjadi data interval 
Menurut Riduwan dan Kuncoro (2008) menyatakan bahwa mentransformasi  data 
ordinal menjadi data interval berguna untuk memenuhi sebagian dari syarat analisis 
statistik parametrik yang mana data setidak-tidaknya berskala interval. Teknik 
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transformasi yang paling sederhana dengan menggunakan MSI (Method of Successive 
Intervals).  
 
3.5.2 Uji kualitas instrument 
Kuesioner yang baik harus memenuhi dua persyaratan yaitu valid dan reliabel. Untuk 
dapat mengetahui apakah data yang didapat dari alat ukur tersebut bisa menjamin mutu 
dapat dipercaya, akurat dan dapat diandalkan sehingga hasil penelitian bisa diterima, maka 
dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. 
 
3.5.3 Uji asumsi klasik 
3.5.3.1 Uji normalitas 
Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi variabel 
terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. 
Model regresi yang baik adalah model regresi yang berdistribusi normal (Wijaya, 
2012). 
 
3.5.3.2 Uji multikolinearitas 
Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model Regresi yang 
baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen (Ghozali, 
2011). 
 
3.5.3.3 Uji heterokedatisitas 
Heterokedastisitas menunjukkan bahwa variansi variabel tidak sama untuk 
semua pengamatan. Jika variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan 
yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas. Model regresi yang baik adalah 
yang homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. 
 
3.5.3.4 Uji linearitas 
Uji ini digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang digunakan 
sudah benar atau tidak. Apakah fungsi yang digunakan dalam suatu studi empiris 
berbentuk linear, kuadrat atau kubik (Ghozali, 2011). Apabila uji linearitas tidak 
terpenuhi, maka analisis regresi linear tidak dapat dilakukan. Uji linearitas adalah 
asumsi yang akan memastikan apakah data yang dimiliki sesuai dengan garis 
linear atau tidak. 
 
3.6 Analisis regresi linear berganda 
Menurut Wijaya (2012) bahwa analisis regresi linear beganda bertujuan untuk menganalisis 
besarnya pengaruh variabel bebas (independent) terhadap variabel terikat (dependent). Analisis 
regresi linier berganda digunakan apabila variabel dependent dipengaruhi hanya oleh lebih dari 
satu variabel independent. Metode yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis 
regresi linear berganda dengan menggunakan perangkat lunak untuk mengolah data SPSS 24. 
Y=a+ȕ1X1+ ȕ 2X2 + ȕ 3X3 + e 
Keterangan : 
Y  = Kepatuhan wajib pajak 
Į  = Nilai intercept (konstanta) 
ȕ   = Koefisien regresi 
X1 = Modernisasi sistem administrasi perpajakan 
X2 = Pengetahuan wajib pajak 
X3 = Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan 
e   = error 
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3.7 Uji hipotesis 
3.7.1 Uji koefisien determinasi 
Nilai R-square berkisar antara 0 < R² < 1 dan kecocokan model dikatakan baik apabila 
nilai R² mendekati 1. Nilai R2 mendekati 0 berarti variabel-variabel independen didalam 
menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati variabel-variabel 
independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi 
variasi variabel dependen (Ghozali, 2011). Jika dalam uji empiris didapat R2  yang bernilai 
negatif, maka nilai Adjusted R2 dianggap bernilai nol. 
 
3.7.2 Uji signifikansi parsial (Uji Statistik t) 
Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 
penjelas / independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen 
(Ghozali, 2011). 
 
3.7.3 Uji signifikansi simultan (Uji Statistik F) 
Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang 
dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama- sama terhadap variabel 
dependen atau terikat (Ghozali, 2011). 
 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.4 Gambaran Umum Objek Penelitian 
Pada mulanya KPP Pratama Palembang Seberang Ulu bernama KPP Palembang Selatan yang 
kemudian diganti menjadi KPP Palembang Seberang Ulu pada proses terakhir melalui  peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Instansi 
Vertikal Direktorat Jenderal Pajak dan terakhir telah diubah ke dalam PMK Nomor 
132/PMK.01/2016, KPP Pratama Palembang Seberang Ulu didirikan secara resmi dan mulai 
membuka pelayanan sejak tanggal 9 September 2008 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal 
Pajak Nomor KEP-159/PJ/2008.  
KPP Pratama Palembang Seberang Ulu merupakan Kantor Pelayanan Pajak yang tersedia dan 
telah menerapkan sistem administrasi perpajakan modern, KPP Pratama Palembang Seberang 
Ulu mengalami beberapa pembaharuam struktur organisasi yaitu menyamakan fungsi pelayanan 
pajak bumi dan bangunan (PBB) dari KP PBB dan fungsi pemeriksaan dan penyidikan dari 
KARIKPA, menjadi pelayanan satu atap, yaitu kantor pelayanan pajak pratama.  
 
4.5 Hasil Penelitian 
4.5.1 Uji Validitas 
Pada tabel 4.1 dapat dilihat nilai r hitung setiap butir pertanyaan lebih besar 
dari nilai 0.1986, hasil ini menunjukkan bahwa semua butir pertanyaan yang 
diajukan valid dan layak digunakan sebagai alat ukur penelitian. 
Tabel 4.1 Uji Validitas 
  Pertanyaan r hitung r tabel hasil  
Pemahaman 
Perpajakan (X1) 
1 0,615 0,1986 Valid 
2 0,663 0,1986 Valid 
2 0,663 0,1986 Valid 
3 0,608 0,1986 Valid 
4 0,591 0,1986 Valid 
5 0,311 0,1986 Valid 
6 0,507 0,1986 Valid 
Kesadaran 
Perpajakan (X2) 
1 0,539 0,1986 Valid 
2 0,470 0,1986 Valid 
3 0,388 0,1986 Valid 
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4 0,476 0,1986 Valid 
5 0,693 0,1986 Valid 
Penerapan 
Modernisasi Sistem 
Administrasi 
Perpajakan (X3) 
1 0,693 0,1986 Valid 
2 0,750 0,1986 Valid 
3 0,590 0,1986 Valid 
4 0,590 0,1986 Valid 
5 0,569 0,1986 Valid 
6 0,580 0,1986 Valid 
Kepatuhan Wajib 
Pajak Orang Pribadi 
(Y) 
1 0,650 0,1986 Valid 
2 0,728 0,1986 Valid 
3 0,622 0,1986 Valid 
4 0,577 0,1986 Valid 
5 0,501 0,1986 Valid 
6 0,251 0,1986 Valid 
                              Sumber: Data diolah SPSS V 23, 2018 
4.5.1.1 Uji reliabilitas 
Hasil uji reliabilitas pada tabel 4.2 menunjukkan semua variabel yang 
dijadikan instrumen dalam penelitian ini, baik itu variabel pemahaman perpajakan, 
kesadaran perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan maupun 
variabel kepatuhan Wajib Pajak adalah reliabel atau handal karena menunjukkan 
tingkat reliabilitas yang tinggi. 
Tabel 4.2 Uji Reliabilitas 
Varabel 
Cronbanc'h 
Alpha Ketentuan Hasil 
Pemahaman 
Perpajakan (X1) 0,681 0,60 Reliabel 
Kesadaran 
Perpajakan (X2) 0,643 0,60 Reliabel 
Penerapan 
Modernisasi 
Perpajakan (X3) 0,692 0,60 Reliabel 
Tingkat Kepatuhan 
Wajib Pajak (Y) 0,672 0,60 Reliabel 
                                Sumber: Data diolah SPSS V 23, 2018 
 
4.5.2 Method of Successive Interval (MSI) 
Data yang telah diperoleh dari kuesioner-kuesioner menggunakan skala ukur ordinal. 
Sedangkan salah satu syarat untuk analisis regresi adalah harus berskala interval. Untuk 
itu, data yang telah diperoleh dinaikkan skala ukurnya menjadi interval dengan 
menggunakan metode MSI. Setelah data ditransformasi, maka analisis regresi dapat 
diterapkan. 
 
4.5.3 Uji asumsi klasik 
4.5.3.1 Uji normalitas 
Pada analisis regresi linier diharapkan residual berdistribusi normal dengan dapat 
dilihat melalui pengujian menggunkan metode Kolmogorov Smirnov. Kriteria didalam 
pengujian ini menyatakan jika probabilitas yang dihasilkan dari pengujian Kolmogorov 
Smirnov  level of significant Į=5%) maka residual dikatakan berdistribusi normal. 
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Berikut ini merupakan hasil pengujian asumsi normalitas didalam penelitian ini dengan 
menggunakan pengujian Kolmogorov Smirnov: 
 
Tabel 4.3 Uji Normalitas 
  Kolmogorov Smirnov 
 
Probabilitas 0,071 
                                        Sumber: Data diolah SPSS V 23, 2018 
Pengujian asumsi normalitas menghasilkan statistik uji Kolmogorov Smirnov dengan 
hasil probabilitas yang lebih besar dari level of significant (Į=5%),  maka  residual  
dikatakan berdistribusi normal, maka dengan demikian asumsi normalitas terpenuhi. 
 
4.5.3.2 Uji multikolinearitas 
Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah ada korelasi yang 
ditemukan, adanya korelasi antar variabel bebas dalam model regresi penelitian ini bila 
nilai tolerance >  0,10  dan  nilai  VIF  (Value Inflation Factor) < 10,00 maka dapat 
disimpulkan bahwa data tersebut tidak terjadi multikolinearitas. 
Tabel 4.4 
 Hasil Uji Multikolonearitas 
 
Variabel Independen VIF Tolerance 
Pemahaman Perpajakan (X1) 1,110 0,901 
Kesadaran Perpajakan (X2) 1,006 0,994 
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan 
(X3)  1,108 0,902 
                     Sumber: Data diolah SPSS V 23, 2018 
 
4.5.3.3 Uji heterokedatisitas 
Pengujian heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam suatu 
model regresi terjadi heteroskedastisitas atau tidak. Pada penelitian ini menggunakan 
metode uji Glejser, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka dapat dikatakan tidak 
terjadi heteroskedastisitas sedangkan jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka terjadi 
heteroskedastisitas (Ghozali, 2013). Berikut hasil uji heteroskedastisitas: 
Tabel 4.5 
Hasil Uji Heteroskedastisitas 
Variabel Independen T Sig. 
Pemahaman Perpajakan (X1) 7.426 0,000 
Kesadaran Perpajakan (X2) 3.319 0.001 
Modernisasi Sistem Administrasi 
Perpajakan (X3)  3.466 0.001 
    Sumber : Data diolah SPSS V 23, 2018 
Pengujian asumsi heteroskedastisitas menunjukkan bahwa nilai sig semua variabel lebih 
kecil dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa terjadi heteroskedastisitas.  
 
4.5.3.4  Uji linearitas 
Pengujian lineritas dilakukan untuk melihat apakah model yang  disediakan sudah 
benar atau tidak. Pengujian ini dilakukan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi atau 
regresi linier. Pada penelitian ini menggunakan Significant Deviation. Bila nilai 
signifikan lebih besar dari 0,05 artinya terdapat hubungan linier secara signifikan antara 
variabel X dan variabel Y, jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka tidak terdapat 
hubungan linier secara signifikan antara variabel X dan variabel Y, sedangkan jika nilai F 
hitung lebih kecil dari F tabel maka artinya terdapat hubungan linier secara signifikan 
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antara variabel X dan variabel Y, jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel maka tidak 
terdapat hubungan linier secara signifikan antara variabel X dan variabel Y . 
                           Tabel 4.6 
                               Hasil Uji Linieritas 
Variabel 
Independen Dependen F Sig. Ket 
Pemahaman 
Perpajakan (X1) 
Kepatuhan Wajib Pajak 
Orang Pribadi (Y) 0,636 0,928 Linier 
Kesadaran 
Perpajakan (X2) 
Kepatuhan Wajib Pajak 
Orang Pribadi (Y) 1,017 0,500 Linier 
Modernisasi Sistem 
Administrasi 
Perpajakan (X3)  
Kepatuhan Wajib Pajak 
Orang Pribadi (Y) 1,083 0,443 Linier 
                        Sumber: data diolah SPSS V 23, 2018 
Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa semua variabel diperoleh nilai signifikan lebih 
besar dai 0,05 artinya terdapat hubungan linear secara signifikan antara semua variabel X 
dengan variabel Kepatuhan Y. 
 
4.5.4 Analisis Regresi Linear Berganda 
Regresi linier berganda dilakukan  untuk mengetahui hubungan atau pengaruh secara linier 
antara dua atau lebih variabel independen dengan suatu variabel dependen menurut Sugiyono 
(2014). Model persamaan regresi berganda yaitu sebagai berikut: 
ࢅ = ࢻ+ ࢼ૚ࢄ૚+ࢼ૛ࢄ૛ + ࢼ૜ࢄ૜ +e 
Keterangan: 
               Y                          : Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak 
             a                         : Konstanta 
ߚଵെߚଷ               : Koefesien regresi 
ܺଵ                        : Pemahaman Perpajakan 
ܺଶ                        : Kesadaran perpajakan   
ܺଷ                        : Modernisasi sistem administrasi perpajakan   
 e                         : Error 
dibawah ini merupakan hasil pengujian regresi linier berganda dengan menggunakan program 
aplikasi SPSS versi 23. 
Tabel 4.7 
Uji Regresi Linier Berganda 
Model T Sig 
(Constant) -0.196 0,845 
Pemahaman Perpajakan (X1) 7.246 0,000 
Kesadaran Perpajakan (X2) 3.319 0,001 
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X3) 3.466 0,001 
               Sumber : Data diolah SPPS V 23, 2018 
Persamaan regresi dari hasil estimasi analisis regresi yaitu: 
Y = -0,196 + 0,578X1 + 0,317X2 + 0,234X3 
4.6 Uji Hipotesis 
4.6.1 Uji koefisien determinasi 
Menurut Ghozali (2016) koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur seberapa besar 
terhadap variabel terikat dalam tingkat persentase, nilai (ܴଶ) juga digunakan untuk mengukur 
tingkat kemampuan model dalam menerangkan variabel independen. Nilai koefisien determinasi 
berkisar antara 0 dan 1, dimana jika nilai adjusted ܴଶ semakin mendekati angka 1 maka akan 
semakin baik kemampuan model tersebut menjelaskan variabel dependen (Sanusi, 2011). 
      Tabel 4.8 Uji Koefisien Determinasi (ࡾ૛) 
Model Adjusted R Squere 
1 0,482 
                                      Sumber : Data diolah SPSS V 23, 2018 
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Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa nilai Adjusted R Squere sebesar 0,482 atau 48%. Hal ini 
menunjukkan bahwa pengaruh pemahaman perpajakan (X1), Kesadaran perpajakan (X2) dan 
penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan (X3) mampu menjelaskan variasi dari 
variabel tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) sebesar 48%, ini berarti bahwa 
penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian ini untuk melihat pertumbuhan tingkat kepatuhan 
Wajib Pajak orang pribadi pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. 
 
 
4.6.2 Uji t 
Menurut Ghozali (2016, h. 98), uji hipotesis secara parsial atau uji t digunakan untuk 
membuktikan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual dalam 
menerangkan variasi variabel dependen. Variabel independen dapat dikatakan 
berpengaruh  terhadap  variabel  dependen  bila  t  hitung  lebih  besar  dai  t  tabel  atau  nilai  
probabilitas signifikansi lebih kecil dar 0,05. Berdasarkan  pada ketentuan 5% dengan df 
(n-k-1) atau 100-3-1= 96 maka diperoleh t tabel sebesar 1.985 (n = jumlah sampel yang 
diteliti dan k= jumlah variabel independen). Hasil uji t dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
Tabel 4.9 Uji t 
Model T Sig 
Pemahaman Perpajakan (X1) 7.246 0,000 
Kesadaran Perpajakan (X2) 3.319 0,001 
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan 
(X3) 3.466 0,001 
    Sumber : Diolah SPSS V 23, 2018 
 
Berdasarkan tabel  diatas menunjukkan bahwa kualitas pemahaman perpajakan (X1) 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang 
pribadi. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung sebesar 7.246 sedangkan nilai t tabel 
1.985, maka t hitung > t tabel dan juga nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 maka dapat 
dinyatakan hipotesis pertama (H1) diterima. 
 
4.6.3 Uji f 
Menurut Ghozali (2016) uji F merupakan bentuk pengujian dimana variabel independen 
yang merupaka kualitas pemahaman perpajakan, kesadaran perpajakan, dan penerapan 
modernisasi sistem administrasi perpajakan secara simultan dapat mempengaruhi variabel 
dependen yaitu tingkat keptuhan Wajib Pajak orang pribadi. Uji F dilakukan dengan 
tingkat signifikansi sebesar 5% (0,05). Uji F dalam penelitian ini tersaji dalam tabel 
berikut: 
Tabel 4.10  
Uji F 
 
Model F Sig. 
Regression 31.747 0,000 
       Sumber : Data diolah SPSS V 23, 2018 
 
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 31.747 dengan nilai sig 0,000 
nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari nilai 0,05, sehingga dapat disimpulkan model 
regresi yang dilakukan untuk menguji kualitas pemahaman perpajakan, kesadaran 
perpajakan dan penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan dengan memiliki 
makna pemilihan variabel independen untuk mempengaruhi variabel dependen dapat 
dikatakan sudah tepat. 
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5. KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
 
Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk menguraikan 
pengaruh pemahaman perpajakan, kesadaran perpajakan dan penerapan modernisasi sistem 
administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama 
Palembang Seberang Ulu dapat disimpulkan bahwa: 
1. Pemahaman perpajakan, kesadaran perpajakan dan modernisasi sistem administrasi 
perpajakan berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi pada 
KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Dimana Wajib Pajak dapat memahami dan 
mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan melalui 
modernisasi sistem admnistrasi perpajakan untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, 
membayar pajak, menyetor dan melaporkan SPT dalam meningkatkan pendapatan negara 
pada sektor perpajakan. 
2. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat dikatakan mencukupi jika semakin tinggi tingkat 
pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak serta mengerti  pelaksanaan sistem administrasi 
perpajakan. Hal ini merupakan kunci utama dalam keberhasilan suatu kebijakan pajak karena 
merupakan instrumen dalam meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak dan 
meningkatkan kepercayaan masyarakat serta meningkatkan integritas aparat pajak 
5.2 Saran 
1. KPP Pratama Palembang Seberang Ulu diharapkan lebih dapat memberikan informasi-informasi 
yang tepat dan benar sesuai peraturan perundang-undangan  yang berlaku, karena scara tidak 
langsung pemahaman-pemahaman dasar yang diberikan akan dapat membentuk pola pikir 
seorang Wajib Pajak untuk memiliki pengetahuan dan kesadaran yang memadai, hal ini juga 
dapat memaksimalkan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pada KPP Pratama Palembang 
Seberang Ulu. 
2. Disarankan untuk penelitian yang selanjutnya agar dapat menambahkan variabel lain seperti 
pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak dan kualitas 
pelayanan fiskus dan sistem perpajakan agar dapat mempengaruhi dan meningkatkan kepatuhan 
Wajib Pajak serta dapat memperluas ruang lingkup dalam penelitian Wajib Pajak akan sampel 
berdasarkan jenis Wajib Pajak. 
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